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TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2020-2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

Menimbang:a. a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, yang menyatakan
Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan
program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
yang dijabarkandalam RencanaStrategis Kementerian/Lembaga dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas,
Demokratis, Damai, Jujur dan Adil yang sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024, perlu
disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-
2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun
2020-2024;

e
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 196);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 201);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDU

KETIGA

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dalam
perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang- Undang, dan UndangUndang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2020-2024.

Menetapkan Rencana Strategis Komisi  Pemilihan  Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilthan Umum Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, meliputi:

a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024;

b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka
kelembagaan Komisi Pemilthan Umum Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2020-2024; dan

c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2024.
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KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Komering Ulu Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU menjadi pedoman:

a. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Komering Uu;

b. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Komering Ulu dan pemangku kepentingan lainnya;

c. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Uu; dan

d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan
dan berkelanjutan.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :Baturaja
Pada tanggal : 26 Juni 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISIPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERINGULU

Kasubbag Hukum,
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 61 /Hk.02.1-Kpt/1601/Sek-Kab/V1/2020
TENTANG : 26 Juni 2020
RENCANASTRATEGISKOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN2020-2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TAHUN 2020-2024
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KATA PENGANTAR

RencanaStrategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupten Ogan Komering
Uluperiode2020-2024adalah Panduan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsiKomisiPemilihanUmumKabupten Ogan Komering Ulu
untuk5(lima)tahunkedepan,yangdisusunberdasarkanhasilanalisis terhadap potensi dan
permasalahan yang dihadapiKomisiPemilihanUmumKabupten Ogan Komering Ulu
saatinidankedepan.Disampingitu,RenstraKPUKab.OKU 2020—2024disusundengan
berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasionalsebagaimanatercantum dalam Visi—

Misi Presiden serta RPJMN 2020—2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh
jajaranKomisiPemilihanUmum  Kabupaten @ Ogan  Komering  Ulu  periode2020-
2024dalammelaksanakantugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas
penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang
spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip
Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu

mencapai demokrasi yangsubstansial.

Baturaja, Juni 2020

Keotua KPU Kabupaten | OKU

e
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Bab 1

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan
Umum(Pemilu)merupakantitikawalstrategisbagipeningkatankualitasdemokrasi.Halinibermakna
bahwaPemilumerupakaninstrumenterpentingdalammengukurtingkatdemokratisasi suatu
negara. Indonesia, dalam
sejarahperjalanannyatelahberhasilmenyelenggarakanPemilusebanyak12(duabelas)kalidenganb

eragam konstelasi politik yang melingkupinya.

Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,1997,
1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala
setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan

rakyat bagi setiap warga negara Indonesia.

Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan
untukmenentukanasaslegalitas,asaslegitimasidanasaskredibilitasbagisuatu
pemerintahanyangdidukungolehrakyat. Pemerintahandarirakyat,olehrakyat

danuntukrakyatakanmelahirkanpenyelenggarapemerintahanyangdemokratis.

1.1 KondisiUmum

Pelaksanaandemokrasigunamenjaminkebebasanwarganegaramenggunakan  hak-hak
politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku,
agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkanoleh:kebebasanwarganegara
dalamberbicara-berpendapatyang
difasilitasiolehkemajuantekonologiinformasi;kebebasanberkumpulberserikat
yangdifasilitasiolehkebebasanmembentukorganisasikepentingandanpartai

politik;sertakebebasanmemerintahdirisendiriyangdifasilitasiolehkebebasan memilih dan dipilih

dalamPemilu.
Meskipundemikian,salahsatutolokukurkeberhasilandemokrasiadalahtingkat partisipasi
masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu,

terwujudnyademokrasisubstansialtakdapatlepasdariperanLembaganegara yang menjadi
pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib,
terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan
tingkatKabupaten/Kota.
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Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada
sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang
masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang
identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran
kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta
difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi

milenial.

Komite  Nasional Indonesia  Pusat. Kemudian  berdasarkan = Undang-Undang
Nomor27Tahun1948tentang  SusunanDewanPerwakilanRakyatDanPemilihan ~ Anggauta-
Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat(KPP).

Secarakeseluruhan,perkembangandemokrasidilndonesiadapatdibagidalam 4 (empat) periode,

sebagai berikut:

1. Periode 1945-1959, masa  Demokrasi Parlementer  yang menonjolkan
demokrasiparlemensertapartai—partai.Padamasainikelemahandemokrasi
parlemenmemberikanpeluanguntukdominasipartai—partaipolitikdanDPR. Akibatnya persatuan
yang digalang selama perjuangan melawanmusuh
bersamamenjadikendordantidakdapatdibinamenjadikekuatankonstruktif

sesudahkemerdekaan.

2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang
dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih menampilkan menonjolkanaspek-
aspekdemokrasirakyat,sertaditandaidengandominasi
presiden,terbatasnyaperanpartaipolitik,perkembanganpengaruhkomunis

danperanABRIsebagaiunsursosial-politiksemakinmeluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi
konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah
Pancasila, UuD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR
gunameluruskankembalipenyelewenganterhadapUUD1945yangterjadidi masa Demokrasi
Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran pesiden semakin dominan terhadap lembaga-
lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya
digunakan sebagai legitimasi politispenguasa.

4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini
partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi
memperolehnafasbaru. Tantangandarisistemdemokrasimultipartaiadalah
kecenderunganterjadinyatawar—-menawarantarabeberapapartaipolitik dalam menyusun suatu

kabinet koalisi (politik dagangsapi).
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Meskipunperkembangandemokrasilndonesiamengalamipasang—surut,saatini demokrasi Indonesia
telah berjalan dijalur yang benar, meskipun masih
memerlukanperkuatan. Haltersebutdiindikasikanmelaluimunculnyapemimpin- ~ pemimpin yang
cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga
melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui
partisipasirakyatyangtinggi,sertasekaligusmenghindarkanterjadinyadiktatur perorangan, partai

ataupun politik, baik di pusat maupun didaerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam
RencanaStrategisKPU2020-2024.DalamkonteksIndonesia,palingkurangbisa diidentifikasi

enam skema atau model Pemilu serentak yang bisadipilih.

Z.Z.1 Evaluasi Kinerja Rencana StrategisKPU

Pemilu legislatif 2019 diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 dan diikuti oleh 20 (dua
puluh) partai peserta Pemilu yang terdiri dari 16 (enam belas) partai nasional, 4 (empat) partai
lokal. Pada Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri ada 16 Partai Nasional yang ada di
wilayah Kabupten Ogan Komering Ulu.

rnn'rm PERINDO!
INDONESIA

ﬁﬁg

PARTAI BULAN BINTANG|

Gambar 1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang ada di Kab.OKU

Pemilu Legislatif 2019 telah mencatatkan total Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan
Ketiga KPU Kab.OKU sebesar 258.062 jiwa, yang terdiri dari 131.010 Pemilih laki -
laki dan 127.052 Pemilih Perempuan
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laki-laki perempuan
S¢S -4
e 50,01%

Gambar 2: DPT Kab.OKU Pemilu 2019

HasilPemilulegislatif2019ditetapkanolehKeputusanKPU Kab.OKU ,diantaranyaadalah
penetapan 20 Partai Politik yang mengisi DPR-RI, dimana terdapat sembilan (9) partai yang
memenuhi threshold untuk memperoleh kursi, yakni : 1.) PKB; 2.) Gerindra; 3.) PDIP; 4.)

Golkar; 5.) Nasdem; 6.) PKS; 7.) PPP; 8.) PAN; dan 9.) PartaiDemokrat.
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KebebasanSipil(CivilLiberties)terdiridarikebebasanberkumpuldanberserikat, kebebasan
berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-
hak politik (Political Rights) terdiri darihak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam
pengambilan keputusan dan pengawasan.Sementaraitu,indikatorlembaga—
lembagademokrasi(/nstitutions

ofDemocracy)terdiridariPemiluyangbebasdanadil,peranDPRD,peranpartai ~ politik, ~ peran

birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Tabel 4 Partai Politik yang mengisi DPD Kab.OKU 2019

JUMLAH PEROLEHAN
PROSENTASE
NAMA PARTAI PEROLEHAN SI? :Ri S ASH KURSI DPRD
SUARA

Partai Kebangkitan Bangsa

1. (PKB) 15.445 3
Partai Gerakan Indonesia

2. Raya (Gerindra) 27.033 >
Partai Demokrasi Indonesia

3. Perjuangan (PDIP) 19826 3
Partai Golongan Karya

4. (Golkar) 23.061 4

5. | Partai Nasdem 21.402 3

6. Partai szrakan Perubahan 776 i
Indonesia (Garuda)
Partai Beringin Karya

7. (Berkarya) 2.275 -
Partai Keadilan Sejahtera

8. (PKS) 12.728 2
Partai Persatuan Indonesia

9. ) 3.160 -
(Perindo)

10 Partai Persatuan 11.258 )

" | Pembangunan (PPP) ’

Partai Solidaritas Indonesia

11. (PSI) 490 -
Partai Amanat Nasional

12. (PAN) 25.483 4

13, Partai Hati Nurani Rakyat 18.612 4
(Hanura)

14. | Partai Demokrat 13.945 3

15. | Partai Bulan Bintang (PBB) 5.784
Partai Keadilan dan

té. Persatuan Indonesia (PKPI) 6.660 !
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1.2 AnalisisStrategiKomisiPemilihanUmum

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatanrakyat serta
meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga
otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR), anggotaDewan

Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD
Kabupaten/Kota,Gubernur— Wakil Gubernur,Bupati—WakilBupati,sertaWali Kota-

WakilWaliKota,dipilihsecaralangsungolehmasyarakatIndonesia.

UntukmenjaminPemiludilaksanakan secara
mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum,
tertib, terbuka, proporsional,
profesional,akuntabel, efektif, serta efisien,
Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen)
mengamanatkan pembentukan

Komisi Pemilihan Umum yang bersifat

nasional, tetap, danmandiri.

Z.2.Z Tugas Pokok dan
Fungsi Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2020-
2024yangbaik,diperlukanstrategiuntukmengoptimalkankekuatan,mengatasi kelemahan, serta
memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok

dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum juga diperlukan guna perumusan strategi yangtepat.

‘ G&"ﬁ:éML.
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Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Wi W i v

meliputi: o ) ' A

1.  Merencanakanprogramdananggaran serta | | .h.
menetapkanjadwal;

2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN danKPPSLN;

Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapanPemilu;

w

4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua
TahapanPemilu;

5.  Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi/KIPAceh;

6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan
data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya
sebagai daftarpemilih;

7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungansuara
sertawajibmenyerahkannyakepadasaksipesertaPemiludanBawaslu;

8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih
serta membuat beritaacaranya;

9.  MenindaklanjutidengansegaraputusanBawasluatastemuandanlaporan adanya dugaan
pelanggaran atau sengketaPemilu;

10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang KPU kepadamasyarakat;

11. Melakukanevaluasidanmembuatlaporansetiaptahapanpenyelenggaraan Pemilu;

12. Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan

ketentuanperaturanperundang—undangan.

Sedangkan wewenang KPU dalam menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah sebagai berikut:

1.  Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota,
PPK,PPS, KPPS, PPLN, danKPPSLN;
2.  Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapanPemilu;

w

Menetapkan pesertaPemilu;

4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perghitungan suara tingkat nasional
berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh
untuk Pemilu Presiden dan WakilPresiden
danuntukPemiluanggotaDPRsertahasilrekapitulasipenghitungansuara di setiap KPU
Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilu Anggota DPD dengan

membuatberitaacarapenghitungansuaradansertifikathasilpenghitungan suara;
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5.  Menerbitkan Keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;

6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD
Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu
anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRDKabupaten/Kota;

7.  Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;

8. Membentuk KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, danPPLN;
9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, anggota

KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan anggotaPPLN;

10. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU
Provinsi/KIP Aceh, anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota
KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang
berlangsung berdasarkan putusan = Bawasludan/atauketentuanperaturanperundang—
undangan;

11. MenetapkankantorakuntanpublikuntukmengauditdanaKampanyePemilu dan
mengumumkan laporan sumbangan dana KampanyePemilu;

12. Melaksanakan  wewenang lain  dalam  Penyelenggaraan  Pemilu  sesuai
denganketentuanperaturanperundang—undangan.Sedangkantugasdan ~ wewenang KPU

dalampenyelenggaraan.

Dalammelaksanakantugasdanwewenangnya,yaknimenyelenggarakanPemilu, KPUberkewajiban:

1.  Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu secara tepat waktu;

2.  Memperlakukan peserta Pemilu, secara adil dansetara;

3. Menyampaikan semua  informasi  penyelenggaraan Pemilu  kepada
masyarakat;

4.  Melaporkanpertanggung—jawabanpenggunaananggaransesuaidengan

ketentuanperaturanperundang—undangan;

5.  Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan Arsip Nasional

RepublikIndonesia;

6. Mengelola barang inventaris KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang—

undangan;

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengantembusan kepadaBawaslu;

8.  Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU yang ditandatangani oleh ketua dan
anggota KPU;
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9. Menyampaikan laporanpenyelenggaraanPemilukepadaPresidendanDPR dengan
tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan
sumpah/janjipejabat;

10. Melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan

sengketa proses Pemilu;
11. Menyediakan data hasil Pemilu secaranasional;

12. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan

memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturanperundang—undangan;
13. Melaksanakan keputusanDKPP;

14. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah PenggantiUndang-
UndangNomorl1Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur,Bupati,dan Walikota menjadi Undang-

Undang, tugas dan wewenang KPU meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk
setiaptahapanPemilihansetelahberkonsultasidenganDewanPerwakilan ~ Rakyat,  dan
Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifatmengikat;
Mengoordinasi dan memantau tahapanPemilihan;

Melakukan evaluasi penyelenggaraanPemilihan;

Menerima laporan hasil Pemilihan dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
Memfasilitasi pelaksanaan tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam

O N

melanjutkan tahapan pelaksanaan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak
dapat melanjutkan tahapan Pemilihan secara berjenjang;dan
6. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan.
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KPU  dalam Penyelenggaraan
Pemilihan (Kepala Daerah)

tersebut,wajib:

1.  Memperlakukan Calon
Gubernur dan Calon  Wakil
Gubernur, Calon Bupati dan Calon
Wakil  Bupati, serta Calon
Walikota dan Calon  Wakil

Walikota secara adil dansetara;

2. Menyampaikan semua
informasi penyelenggaraan
Pemilihan kepada
masyarakat;

3.  Melaksanakan dengan
segera rekomendasi
dan/atau putusan Bawaslu
mengenai sanksi

administrasi Pemilihan;
4. Melaksanakan Keputusan
DKPP;dan
5.  Melaksanakan kewajiban  lain sesuai dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.
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1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Ogan Komering
Ulu 2020-2024

Keberhasilan  pelaksanaan  tugas dan  fungsi

KPUKabupaten Ogn Komeing Ul
diukurdari”TerselenggaranyaPemilihan Umum
Kabupaten  Ogan Komering Ul yang berkualitas dan dapat
menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”,
dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi — dimensi
organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek
Sumber Daya
Manusia;3).AspekKepemimpinan;4). Aspek

Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek
BussinessProcessdanKebijakan;6).Aspek Dukungan
Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi;

dan 7). Aspek Hubungan denganStakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabuypaen Ogan Komering Ul

memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan
dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa
potensi (kekuatan) yang dapat
dimanfaatkansecaraoptimalolehK PUKabupaten Ogan
Komering Ulu  dalammelaksanakan tugas, fungsi dan

kewenangannya,
yaitu:

1.  Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan lembaga bersifat

nasional, tetap dan mandiri(S1).
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Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki Sumber Daya
Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia(S2).
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola
Pemilu(S3)

KepemimpinanKomisiPemilihanUmumKabupaten Ogan Komering Ulu
bersifatKolektifkolegialsehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun
kepercayaan publik (S4).

Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu
Serentak(S5).

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki aset berupa tanah
KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain
untuk melaksanakan tugas dan fungsinya(S7).

Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019 (S8).

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Ogan Komering Ulu dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1.

o

N

9.

pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang dlberlka EWNI9)....n
ERDAU -23 \?’ Sadar]
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KemajuanTeknologilnformasiK omunikasibelumdiutilisasisecarapenuh untuk
mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum(W1).
BelumadaStandarOperasionalProsedur(SOP)sertaperaturanyangdetail dan  mudah
dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
merupakan organisasiyangbesardengantingkatkeberagamanSumberDayaManusia yang
tinggi(W2).

Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada
inefisiensi kinerja organisasi(W3).

Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah (W4).

Beberapa PegawaiNegeriSipildiKomisiPemilihanUmumKabupaten Ogan Komering Ulu
merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada
organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda(W5).

Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban
kerjanya(W6).

Tingginya disparitas kompetensi pegawai (W7).

Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi(WS).

KomisiPemilihanUmumKabupaten Ogan Komering Ulu belummenyusun standar




10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih dimiliki oleh
pemerintah daerah, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Komering Ulu(W10).

11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik  Pemilu/

Pemilihansecaratepatwaktu,tepatjumlah,tepatjenis,tepatkualitas,dan tepat sasaran(W11)

1.2.3 Peluang dan Ancaman Komisi Pemilihan Umum 2020-2024

KomisiPemilihanUmumKabupaten Ogan Komering Ulu
jugadihadapkanpadasejumlahpeluang(opportunities) yang perlu dimanfaatkan dalam

menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranyaadalah:

1.  Keberadaan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Ogan Komering Ulu
diatur dalam konstitusi(O1).

2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menyelenggarakan
PemiluSerentakyanglangsungumumbebasrahasiajujurdanadil(02).

3.  Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga

kehidupan masyarakat semakin digital(O3).
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Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu juga menghadapi

ancaman (threats) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya.

Ancaman  berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada  kinerja

organisasimaupunpadacapaiandemokrasilndonesia.

Beberapa Anacaman yang harusdiatasiolehKPUKabupaten Ogan Komering Ulu

dalammelaksanakantugas,fungsidankewenangannya, yaitu:

1.

o

10.

1.

12.

PerkembanganmasyarakatyangmenjadibasispemilihpadaPemilusangat dinamis, akibat
perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya(T1).

Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi
penyebaran informasi palsu (hoax) di masyarakat(T2).

Kondisi geografis dan iklim wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang bervariatif
yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu(T3).

Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal
mendukung Pemilu (35,% Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu belum
memiliki akses internet)(T4).

Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak(T5).
Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara(T6).

Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam
partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen(T7).

Biaya politik tinggi(T8).

Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi
terhadap berbagai perbedaan(T9).

Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum
terintegrasi(T10).

PandemiCovid-19dilndonesiabelumdapatdipastikanmasaberakhirnya, sehingga
mengakibatkan penundaan Pilkada 2020(T11).

Pengurangan anggaranakibatpandemiCovid-19(T12).

1.2.4 Analisis Deskriptif KualitatifSWOT

BerdasarkangambaransituasionalKPU,yaknipotensi(kekuatan),permasalahan

(kelemahan),peluang,danancamanKPU,makadirumuskanstrategiyangperlu dilaksanakan

kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis
deskriptitkualitatif.

Teknikanalisisdeskriptifkualitatifyaitusuatucaraanalisisataupengolahandata

denganjalanmenyusunsecarasistematisdalambentukkalimatataukata—kata, kategori — kategori

suatu variabel tertentu, sehin Gwlmu;%i q
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kesimpulanumum.Datadalampenelitiankualitatifbersifatdeskriptif.

Strategi dari analisis kualitatf dan diskriptif SWOT diatas dapat disintesakan, menjadi

sebagai berikut:

Tabel 11 Sintesa Strategi KPU 2020-2024

STRATEGI SWOT SINTESA

a.

b.

Melakukan koordinasi dengan segenap pemangkukepentingan baik
pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu.
Meningkatkanpartisipasipenyusunanperencanaandan
penganggaran, koordinasi antarlembaga.

Meningkatkan pengawasan internal diKPU Kabupaten Ogan Komering
Ulu.

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitaspengelolaan
administrasi keuanganKPU Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Mengikuti audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-
kegiatan di lingkungan KPU secaraberkesinambungan.
Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
(meritsystem).

Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiapkebijakan dan
peraturan yangditetapkan.
MenyusunSOPsetiapeselon(jabatan),disertaipengukuran indikator
kinerjanya di setiap eselon(jabatan).
Menyusunstandarpelayananpublik(SPP)atassetiapjenis layanan
yangdiberikan.

Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraanPemilu.
Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data daninformasi
secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi
informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.

1.

Meningkatkan
tatakelola
/manajemen KPU

Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik
Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat
kualitas, dan tepatsasaran

Meningkatkan sumber daya manusia KPUsecara

bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral
dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi,

2.

Meningkatkan
investasi kapasitas
dan profesionalisme
SDM KPU
Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

(e

kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
bagi masyarakat.

. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya

Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil,
transparan, akuntabel, dan berintegritas.
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a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ogan 3. Meningkatkan
Komering Ulu secara optimal. investasi aset

b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara teknologi dan
berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi BMN-KPU
informasi secara berkelanjutan yangterintegrasi.

a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, |4, Menyiapkan payung
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya. /dasar hukum yang

kuat.

a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara | 5, Meningkatkan
berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi kematangan berpolitik
informasi secara berkelanjutan yangterintegrasi. masyarakat

b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala danberkelanjutan.

C. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi  hukum, advokasi hukum, dan
penyuluhannya.

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis
KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 2020-2024 atau disebut “Manifestasi Politik” yang merupakan

akronim dari:

1)
2)
3)
4)
5)

Meningkatkan tata kelola/manajemenKPU Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDMKPU Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Meningkatkan investasi asetteknologi;
Menyiapkan payung/dasar hukum;dan

Meningkatkan kematangan berpolitikmasyarakat.
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Bab 2

VISI MISI DAN TUJUAN KOMISIPEMILIHAN
UMUM 2020-2024

esuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPIMN 2020-2024, yakni “Memperkuat
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik”, KomisiPemilihanUmummemilikitanggungjawabsesuaidengan
tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi
Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong
penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka,

proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi”

terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitumengenai:

1.  Kualitasrepresentasi,yaknimasalahdalamprosesrekrutmen,kaderisasi, dan  kandidasi
dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil danKonstituen;

2.  Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan
secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai
dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;

3.  Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi,
dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan
bangsa;dan

4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum
terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM
bidang komunikasi dan informatika, peran
lembagapersdanpenyiaranbelumoptimal,rendahnyaliterasimasyarakat, akan

menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaanmasyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks
Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator.
Tigaindikatortersebutmencakup1 1 (sebelas)sub-indikatoryangsecaragaris besar dapat

dikelompokkan menjadi:

1.  Kebebasan Sipil (CivilLiberties);

Hak-Hak Politik (PoliticalRights);

b A Goratand
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3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions ofDemocracy).

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam
merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk
mengantisipasi beberapasub-indikator“IndeksDemokrasilndonesia”,yaknisebagaiberikut dibawah

ni:

1. Hak memilih dandipilih:
a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakatterhambat;
b. Kejadianyangmenunjukkanketiadaan/kekuranganfasilitassehingga
kelompokpenyandangcacattidakdapatmenggunakanhakmemilih;
c. Kualitas daftar pemilih tetap(DPT);
d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang
memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout);dan

e.  PersentaseperempuanterpilihterhadaptotalanggotaDPRDProvinsi.

2. Pemilihan Umum yang bebas danadil:
a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan
Pemilu;dan

b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.
2.1 Visi Komisi PemilihanUmum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui
serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu
Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu  Serentak  yang  Mandiri,

Profesional danBerintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas

adalah sebagai berikut:

1.  Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai
dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai
denganperaturanperundang-undangan.

2.  Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi,akuntabel.

3. Profesional,memilikiartiberkepastianhukum,berkompeten,aksesibilitas, tertib, terbuka,

proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentinganumum.
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2.2 Misi Komisi PemilihanUmum

MisiKomisiPemilihanUmummerupakanrumusanumumupaya—upayayang  dilaksanakan  oleh
seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-

2024 KomisiPemilihanUmummelaksanakanmisiPresidendanWakilPresiden

nomor8,“PengelolaanPemerintahan yang bersih, efektif,dan tepercaya’

dengan uraian sebagai berikut:

1.  Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan
berpedomankepadaperundang-undangandankodeetikpenyelenggara Pemilu.

2.  MenyusunperaturandibidangPemiluSerentakyangmemberikankepastian hukum,
progresif, danpartisipatif.

3.  MeningkatkankualitaspenyelenggaraanPemiluSerentakyangefektifdan efisien,
transparan, akuntabel, sertaaksesibel.

4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan
PemiluSerentak.

5.  Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam PemiluSerentak.

6.  Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat
dibagi menjadi dua, yakni:

1.  Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yangmampu melaksanakan
tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa
dipengaruhi oleh entitas lain;dan

2.  Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum danPemilihan.

2.3 Tujuan Komisi PemilihanUmum

DalamrangkamewujudkanvisidanmelaksanakanMisiKomisiPemilihanUmum, maka tujuan
yang ditetapkan KPU adalah sebagaiberikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2.  MenyelenggarakanPemiluSerentakyangdemokratis,tepatwaktu,efisien dan efektif;dan

3.  Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur danAdil.

2.4 SasaranStrategisKomisiPemilihanUmum.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai

iode 2020- 2024, adalah sebagai berikgh t‘\‘?as dar)
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Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang

mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1.  Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yangkuat;
2.  TersedianyaSistemInformasiPartaiPolitikyangandaldanberkualitas;dan

3.  Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yangberkualitas.

Sasaranstrategisuntukmencapaitujuankeduayaitu“MenyelenggarakanPemilu Serentak yang

demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”,yaitu

1.  TerwujudnyaPendidikanPemilihKepemiluandanDemokrasiuntukseluruh lapisan
masyarakat;dan

2.  Terwujudnyakoordinasipenyelenggaraankepemiluanyangsesuaidengan Standar
Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung,
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat

partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.
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Bab 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM2020-2024

rahkebijakandanstrategiK omisiPemilihanUmum(KPU)yangmengacu kepada arah
A kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalamRPJMN2020-
2024ditetapkandalamrangkamencapaivisi,misi,

tujuan, dan sasaran strategis KPU seperti diuraikan pada Bab II Renstra KPU.

3.1 Arah Kebijakan & StrategiNasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan
demokratisasitelahmemberiruangseluas-luasnyakepadasetiapwarganegara untukmenggunakan
semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan
demokratisasi membuka ruang kebebasanitu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga
negara yang mencakup hak berbicara—berpendapat,hakberkumpul -
berserikat,danhakmemerintahdiri sendiri(hakmemilih—

hakdipilih)merupakanwujudpartisipasipolitikwarga negaradalamproses—prosespolitik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk
partisipasipolitik warga negara, seperti mencalonkan diri,memberikan suara, dan mengikuti
kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak

politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana
pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas
representasisepertimasalahdalamprosesrekrutmen,kaderisasi,dankandidasi dalam partai politik
yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2.)Biayapolitiktinggimerupakanmasalahmultidimensiyangharusdiselesaikan

secaratepat.Masalahinimengakibatkanmaraknyapraktikkorupsi,rusaknyatata ~ nilai ~ dalam
masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti
ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
akan melemahkan persatuan dan

kesatuanbangsa;dan4.)Pengelolaaninformasidankomunikasipublikdipusat dan daerah belum

: ; f§Prasi; akses dan konten informasi belu_lggnerata dan berkeadilan; l‘?@fga bideig™ U
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komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya

literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaanmasyarakat.

Untukmengatasiisustrategistersebut,dalamagendastrategisnasionalketujuh, “Memperkuat
stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah

Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi,melalui:
(i)  Penguatan peraturan perundangan bidangpolitik;
(ii) Pemantapan demokrasi internalparpol;
(ili) Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol;dan
(iv) Penguatan penyelenggaraPemilu.
2.  Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan,melalui:
(i)  Pendidikan politik dan pemilih secarakonsisten;
(i)  Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil;dan
(iii) Penyelenggaraan kepemiluan yangbaik.
3.  Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik,melalui:
(i)  PenguatantatakelolainformasidankomunikasipublikdiK/L/Dserta penyediaan
konten danakses;
(i)  Peningkatan literasi TIK masyarakat;dan
(iii) Penguatan  peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan

Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran danJurnalis.

Terdapat2(dua)kegiatanprioritasdalamRPJMN2020-2024yangterkaitdengan
KPU,yaituPenguatanKapasitasl.embagaDemokrasidanPenguatanKesetaraan dan Kebebasan,

sebagaimana ditampilkan dalam Gambar5.

Arahkebijakandanstrateginasionalditerapkandenganindikatorarahkebijakan
KonsolidasiDemokrasisertasubindikatorIndeksDemokrasilndonesia(IDI).IDI merupakan
indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan
demokrasidilndonesia.Tingkatcapaiannyadiukurberdasarkanpelaksanaandan
perkembangantigaaspekdemokrasi,yaituKebebasanSipil(CivilLiberty),Hak- Hak Politik
(Political ~ Rights), dan  Lembaga  Demokrasi  (Institution  of  Democracy).
Tingkatcapaiannyadiukurberdasarkanpelaksanaandanperkembangan3(tiga)
kegiatanprioritasdemokrasi,yaituKebebasanSipil(CivilLiberty),Hak-HakPolitik (Political
Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).
MetodologipenghitunganIDImenggunakan4sumberdatayaitu:(1)reviusurat
kabarlokal,(2)reviudokumen(Perda,Pergub,dll),(3)FocusGroupDiscussion (FGD), dan (4)

wawancaramendalam.
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Gambar5KegiatanPrioritasdanIndikator—IndikatorProgramPrioritas Konsolidasi Demokrasi
dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait denganKPU)

Adapun Proyek Prioritas RPIMN 2020-2024 yang termasuk dalamKegiatanPrioritas
“Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait denganKPU, yaitu:
1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
3) PengelolaanCalonPesertaPemilu;dan
4) KetersediaanSuaraPemilihPemilu.
Sementara,ProyekPrioritasyangtermasukdalamKegiatanPrioritas“Penguatan Kesetaraan dan
Kebebasan dan terkait dengan KPU, yaitu:
a) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
b) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
c) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
d) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
PelanggaranPemiluTinggi,danDaerahRawanKonflik/Bencana;
e) Sosialiasasi KebijakanKPUKepadaStakeholders;dan
f) PeningkatanKompetensiSDMKPU.
UraianmengenaiketerkaitanProyekPrioritasRPJMN2020-2024denganRenstra ~ KPU

2020-2024 ditampilkan dalam Gambaro6. b A Goratant
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Gambar 6.

UraianmengenaiketerkaitanProyekPrioritasRPJMN2020-2024denganRenstra KPU 2020-2024

Proyek RPIMIN 2020-2024

1. Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu
. 548 Sakter [Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
. Rp. 2.235 M
2.  Ketersediaan Logistik Pemilu
. 549 Sakter {Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
. Rp. 638,6 M .
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu
- 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
. Rp. 3193 M
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu
. 549 Sakter {Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
. Rp. 6386 M
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Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
- 549 Sakter {Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
. Rp. 106.4 M
Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum
. 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
. Rp.213M
Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula,
Perempuan, dan Disabilitas
. 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
- Rp.63SM
Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi
Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu
Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana
. 549 Sakter (Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
* Rp.851M

Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder
(Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)
. Nasional; 34
© Rp.7IM )
Peningkatan kom
. Nasional; 34 provinsi; 514 kab/kota
- Rp.127.8M
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IDI2018mencapaiangka72,39dalamskala0sampail 00.Angkainimengalami
peningkatandibandingkandenganangkal DI2017yangsebesar72,11.Capaian

kinerjademokrasilndonesiatersebutmasihberadapadakategori“sedang”.IDI dari2017-

2018dipengaruhiolehpenurunanaspekKebebasanSipilsebesar0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46),
penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek
Lembaga Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada
angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun2018) dan target IDI 2024 pada angka
78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) seperti pada Gambar 7 dibawahini.

D Konsolidasi Demokrasi

_:-'rﬁ_ﬂg_ Indeks Demokrasi Indonesia 76,97 78,37
s
Penataan Lembaga = i Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga 75,30 75,50
I I I Demokrasi Demokrasi
ﬁ Penguatan Kesetaraan oo Skor IDI Variabel Kebebasan 82,00 84,00
v dan Kebebasan [ Skor IDI Variabel Kesetaraan 76,89 80,47 ]
B Indeks Kerawanan Pemilu 47 39
fn‘ Persentase Keterwakilan Perempuan di DPR RI N/A 22,52%
Persentase Keterwakilan Perempuan di " o
DPRD Provinsi /A %
Persentase Keterwakilan Perempuan di
DPRD Kabupaten/Kota N/A L%
. . - Persentase kepuasan masyarakat terhadap
Peningkatan Kualitas - informasi publik terkait kebijakan dan 70% 72%
Komunikasi Publik — .. .
= program prioritas pemerintah
F;' Persentase konten informasi publik yang 80% 05%
=m berkualitas
2ee Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan
mP Informatika yang kompeten dan profesional Y ALY
(Orang)
Gambar7TargetIndikatorKonsolidasiDemokrasi(IndeksDemokrasi
Indonesia)2020-2024
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!
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3.2 ArahKebijakan&StrategiKomisiPemilihanUmum

Visi,misi,tujuan,dansasaranstrategisyangingindiwujudkanKomisiPemilihan

Umumkemudiandijabarkanmenjadiarahkebijakanyangdapatdilaksanakan.

Adapun Arah Kebijakan KomisiPemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi pada
tabel 12, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua)Program
sesuaidenganjumlahpengampunyapada Susunan Organisasi dan Tata Kelola
(SOTK)KomisiPemilihanUmumkedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen,

dengan arahkebijakan:

a. Menyelenggarakantata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (meritsystem);

b. Menyelenggarakanpembinaansumberdayamanusia,pelayanandan administrasi
kepegawaian di lingkunganKPU Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

c. Menyelenggarakanpengelolaandatadaninformasisertadokumentasi pelaksanaan
Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yangterintegrasi;

d. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga,
data dan informasi serta monitoring danevaluasi;

e.  Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di
lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ulu

f. Menyelenggarakan pemeriksanaan yang transparan danakuntabel;

g. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraanPemilu;

h.  Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoransehari—
hariuntukKPUK abupaten Ogan Komering Ulu;dan

i. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabupaten Ogan

Komering Ulu secara optimal
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2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan

arahkebijakan:

a. MemfasiltasipenyelenggaraantahapanPemilu.(PemiluPresidendan Wakil Presiden,
Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD,sertaPemilihan Gubernur danWakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);

b. Melakukankoordinasi dengansegenappemangkukepentingan,baik pada tahap
persiapan, penyelenggaraan maupun setelahPemilu.

c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu
yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, danberintegritas;

d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara
tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis,tepat kualitas, dan tepatsasaran;

e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU,
pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;dan

f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 KerangkaRegulasiKomisiPemilihanUmum

SebagaipenyelenggaraPemiluSerentak, KPUKabupaten =~ Ogan  Komering  Ulu
mempunyaikewenanganatribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan
peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak,
kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan
KPU  dapat  dikatagorikan  menjadi 2  (dua), yaitu  peraturan  yang
mengaturterkaitdenganteknispenyelenggaraanPemiluSerentak,danperaturan yang mengatur

dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapanPemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk
mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam
menyelenggarakan Pemiluserentak,sertadalammenghadapisituasidaruratsepertiPandemiCovid-
19,adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan UmumSerentak;

2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam Pemilihan Umum
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3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan
PemilihansusulantanpamelaluiusulandariKPUProvinsi/Kabupaten/Kota ~ dalam  hal
sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam,

kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 KerangkaKelembagaanKomisiPemilihanUmum

MerujukpadaorganisasiK PU,pengaturanhubunganinterdanantarorganisasi
KPU,KPUKabupaten Ogan Komering Ulu sertasumberdaya manusia aparatur KPU sesuai
dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan

penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum kedepan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan padaPeraturan
Presidennomor105Tahun2018tentangKedudukan, Tugas,Fungsi,Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

SekretariatKomisiPemilihanUmumProvinsi,danSekretariatKomisiPemilihan Umum
Kabupaten/Kota, seperti pada bagan dibawahini.
Gambar 1

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten OKU

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
|

SEKRETARIS

ERWIN SUHARJA, SH

Sub Bagian Sub Bagian Sub Bagian Hukum Sub Bagian Umum,

Program enyelenggara dan Keuangan dan
an Data Hupmas Logistik

i, SE ian, S.Sos

v v !

1. Rany Syuryatati, A.Md

v

Yulianri, S.I.P 1. Meilisa Nurhayati, A.Md 1. Erlinawati, SE
Pratiwy, A.Md wi Mustika Sari, S.I. Kom
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kerjasamaantarlembaga,gunamendukungpelaksanaanPemilihanUmum. Adapun
Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam
mensukseskanPemilihanUmumdilndonesiabersamaKomisiPemilihanUmum, adalah:

1) . Bawaslu;

2). DKPP;

3) Kementerian Dalam Negeri;

4) KementerianLuar Negeri;

5) TNIL;

6) POLRI;

7) DPR-RI;

8) Kementerian Lembaga Terkait lainnya;

9) PerguruanTinggi;dan

10) PemerhatiPemiludiDalamNegeridandi LuarNegeri

K/L Terkait Perguruan
/ Tinggi /

Pemilu
Dalam &
Luar Negeri //

/

/

Gambar 9 Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu

)
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Bab 4

TARGET KINERJA & KERANGKA PENDANAAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM 2020-2024

4.1 TargetKinerjaSasaranStrategisKomisiPemilihanUmum

arget kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi
dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU disajikan
dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 12 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu 2020-2024

Target Kinerja

Tujuan Sasaran Strategis Indikator

2020 2021 2022 2023 2024

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas

Persentase
Terwujudnya Sistem 1nformas1. .
Informasi mengenai Partai mengena partai 0 o o R o
Politik yang andal dan politik yang 20% | 25% | 30% | 35% | 40%
berkualitas mutakhir dan

dipublikasikan

pada publik

Indeks Reformasi 76 77 78 79 80

Birokrasi
Terwujudnya Sumber Daya -
Manusia dan Lembaga Opini BPK atas | worp | wrp | wTp | WTP | WTP
KPU yang berkualitas Laporan Keuangan

Nilai Keterbukaan

100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Informasi Publik

e
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Target Kinerja
2020 2021 2022 2023 2024

Tujuan  Sasaran Strategis Indikator

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.

Persentase
Terwujudnya paisipast Pemilih | 975 15 71s | 718 | 77.50%
Kesadaran Pemilih, Pemilu/Pemilihan
Kepemiluan dan
Demokrasi yang
Persentase

tinggi untuk seluruh

lapisan masyarakat Partisipasi Pemilih

Perempuan dalam
Pemilu/Pemilihan

77% 77% 7% | 77% 77%

Persentase
Partisipasi Pemilih

0 0 0 0 0
Disabilitas dalam 7% 7% 7% | T7% T7%

Pemilu/Pemilihan
Terwujudnya Persentase
koordinasi Pemilih yang
penyelenggaraan Berhak Memilih
kepemiluan yang Tetapi Tidak 0.20% [ 0.19% | 0.18% | 0.17 % | 0.16%
sesuai dengan Standar Masuk dalaTr}
Pelayanan Publik, Daftar Pemilih
disertai pengelolaan | T¢tap
data dan 1nforma§1 Persentase KPU,
serta dokumentasi KPU Provinsi/KIP

pelaksanaan Pemilu | Acoh. dan
berbasis teknologi KPU/,KIP

informasi yang Kabupaten/Kota
terintegrasi yang

100% | 100% | 100% | 100% 100%
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan
jadwal dan

ketentuan yang
berlaku

NG
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Sasaran Strategis

Indikator

I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

2020

Tabel 13 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen 2020-2024

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam
kurun waktu 2020 — 2024 disajikan pada Tabel 13 dan Tabel 14 sebagai berikut.

Target Kinerja

2021

2022

2023

Persentase kesesuaian

efektif dan efisien

Meningkatnya kompetensi pegawai
Kapasitas SDM yang | terhadap standar 90% | 95% | 95% | 100% | 100%
Berkompeten kompetensi
penugasannya
Terwujudnya Persentase Tersedianya
Dukungan Sarana dan | Sarana dan Prasarana
Prasarana Guna untuk Memenuhi
Meningkatkan Kebutuhan Kerja 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kelancaran Tugas Pegawai yang
KPU Berfungsi dengan Baik
Nilai Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja B B B B B
Meningkatnya ISPU BPK at
Akuntabilitas pini BE A atas WTP | WTP | WTP | WTP | WTP
Keuangan dan Kinerja Lap oran K.euangan'
KPU KPUPNllllell Evaluasi
atas Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi 76 77 78 7 80
KPU
Persentase KPU
Terwujudnya Data Provinsi/Kabupaten/K
Pemilih secara ota yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Berkelanjutan memutakhirkan Data
Pemilih Tepat Waktu
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi
Terwujudnya Jumlah Fasilitasi
kerjasama dengan Kerjasqma Depgan 15 15 18 20 75
lembaga Instansi Terkait Dalam s i i . i
Penyelenggara Pemilu | Rangka Penguatan kegiat | kegiat | kegiat | kegiat | kegiat
baik di dalam maupun | Kelembagaan an an an an an
di luar negeri Demokrasi
Terwujudnya rencana
kerja dan anggaran Jumlah revisi yang
KPU, KPY dilakukan terhadap 10 10 12
Provinsi/KIP Aceh . 8 kali | 8 kali . . .
rencana kerja yang kali kali kali
dan KPU/KIP telah ditetapkan
Kabupaten/Kota yang p
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Persentase laporan
monitoring dan

evaluasi yang 75% 75% 75% 75% 75%
akuntabel dan tepat
waktu
Terwujudnya sistem Persentase KPU, KPU
administrasi Provinsi/KIP Aceh
penyelenggaraan dan KPU/KIP
Pemilu yang tertib, Kabupaten/Kota yang | 90% 90% 90% 90% 90%
efektif dan efisien target kinerjanya
tercapai sesuai dengan
perjanjian kinerja
Persentase Dokumen
RDP yang Tersedia 80% 85% 85% 85% 85%
dengan Tepat Waktu
Persentase KPU
Provinsi, KPU
Terwujudnya Kabupaten/Kota yang
?eformasi Bi‘rolfrasi ditupjuk sebagai pilot 70% 0% 90% | 100% | 100%
1 KPU Provinsi dan | project yang
KPU Kabupaten/Kota | mendapat nilai
minimal B untuk
penilaian mandiri RB
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Persentase pegawai
yang mendapatkan
Meningkatnya tertib layanan kepegawaian | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5 %
administrasi dan secara tepat waktu dan
pengelolaan sumber akurat
daya manusia Persentase
Penegakkan Disiplin 90% 90% 90% 90% 90%
Pegawai
Persentase Pegawai
yang Terseleksi 100% | 100% | 100% | 100% & 100%
Terlaksananya Secara Transparan
dan Akuntabel
Layanan Pengadaan -
Pegawai secara Persen.tase Pegawai
Pemerintah dengan
Trkansparaln dan Perjanjian Kontrak o 0 o o 0
Akuntabe (PPPK) yang diseleksi 40% 60% 80% 90% | 100%
melalui Peraturan
Perundang-Undangan
Terlaksananya Proses | Persentase Anggota
seleksi Anggota KPU, | KPU, KPU
KPU Provinsi/KIP Provinsi/KIP Aceh
Aceh dan KPU/KIP dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Sesuai Peraturan
Perundang- Undangan

diseleksi sesuai
dengan periode masa

yang Berlaku jabatan dan PAW
) )G
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Persentase Pegawai yang
Tercatat secara akurat
dalam Data Base 50% | 60% | 65% | 70% | 80%
Kepegawaian berbasis
teknologi informasi

Tersedianya data dan
informasi kepegawaian

. Jumlah Rancangan 8 8 8 8 8
Tersedianya Pedoman .
. . Peraturan/Kebijakan ranca | ranca | ranca | ranca | ranca
Bidang Kepegawaian . .
Bidang Kepegawaian ngan | ngan | ngan | ngan  ngan
Persentase PNS yang

Tersedianya Jabatan

Fungsional Penata Kelola menduduki Jabatan

Fungsional Penata Kelola

Pemtﬂ“ (F PKPg SeSUAL | pemilu (JF PKP) yang | 40% | 60% | 80% | 90% | 100%
Eﬁrdaa;ll;?:l I;Z;ug ang- diseleksi sesuai peraturan
berlaku perundang-undangan

yang berlaku
Pembentukan Badan Jumla(? bad?n idho(l; 13 13 13 13 13
Penyelenggara Adhok giﬁl egn uiiersmp an dan kec | kec | kec | kec | kec

3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Persentase Pejabat
Perbendaharaan yang

Meningkatnya menyelesaikan
pembinaan . rt;; neiawaban 90% | 90% | 90% | 90% | 90%
perbendaharaan p SEung]
penggunaan anggaran
sesuai ketentuan
Terlaksananya sistem Jumlah laporan sistem
. . 2 2 2 2
akuntansi dan pelaporan | akuntansi dan pelaporan La La La La 2 Lap
keuangan keuangan P P P P
. Persentase permasalahan
Terselesaikannya dalam peneelolaan
permasalahan pens 80% | 85% | 85%  90% | 90%

keuangan yang dapat

pengelolaan keuangan diselesaikan

Persentase KPU Provinsi
dan KPU
Kabupaten/Kota yang
Tersusunnya laporan Menyampaikan Laporan
pertanggungjawaban Pertanggungjawaban 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
penggunaan anggaran Penggunaan Anggaran
berbasis SIMONIKA
yang Tepat Waktu dan
Valid

b A Goratand
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Persentase KPU
Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota yang
. Patuh dan Tertib dalam 98% | 98% | 98% | 98% | 98%

Terwujudnya
Pengelolaan Barang

Pengelolaan Barang 1)

o . Milik Negara yang

Milik Negara sesuai .
Material

dengan Peraturan dan
Jumlah Laporan Barang

Perundangan yang o

berlaku Mllilk Nelg(garas R
Berdasarkan SIMAK
BMN yang Datanya SLap | SLap | 5Lap 5 Lap | 5 Lap
Sesuai dengan Data
SAK

4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor

Persentase KPU

Meningkatnya Kualitas | Provinsi dan KPU

Tata Kelola Kabupaten/Kota yang

0 1) 0 0 0
Administrasi Persuratan | Mengelola Arsip Inaktif 0% | 70% | 70% | 70% | 70%

dan Pengelolaan Arsip Sesuai Aturan
Kearsipan

Persentase sarana
transportasi untuk
mendukung kinerja 100% | 100% | 100% | 100%
pegawai yang berfungsi
dengan baik

Persentase fasilitas
perkantoran untuk
mendukung kinerja 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
pegawai yang berfungsi
dengan baik

Terwujudnya Dukungan
Sarana dan Prasarana
guna Meningkatkan
Kelancaran Tugas KPU

Persentase Gedung dan
Gudang KPU, KPU
Provinsi dan KPU 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Kab/Kota yang
berfungsi dengan baik

Persentase ruangan rapat
yang digunakan tidak
ada yang bersamaan
dalam waktu dan tempat

100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Meningkatnya Kualitas

Layanan Persidangan

dan Protokol Persentase Hasil Rapat

Pleno yang
ditindaklanjuti paling
lambat 4 hari kerja

100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Persentase gangguan

Terwujudnya Keamanan keamanan dalam

dan Ketertiban di .
lingkungan KPU/KPU gff&iﬁ%%?w KPU 1 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Provinsi/KPU
Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota . !
dapat ditanggulangi
b A Goratand
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Persentase sarana
transportasi untuk
mendukung kinerja 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
pegawai yang dapat
dipenuhi

Persentase fasilitas

Terwujudnya Dukungan perkantoran untuk

Sarana dan Prasarana

guna Meningkatkan mendukung kinerja 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Kelancaran Tugas KPU pegawai yang dapat
dipenuhi

Persentase Gedung dan
Gudang KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan 2% | 72% | 72% | 72% | 72%
KPU/KIP Kabupaten/Kota
yang dapat dipenuhi

5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, I1 dan III

Persentase penurunan
nilai temuan hasil

pemeriksaan internal dan | 30% | 30% | 30% | 30% | 30%
eksternal terhadap

Meningkatnya efektivitas
pengawasan internal dan
eksternal di lingkungan

KPU Realisasi Anggaran
Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP 32 133 | 34 34 35
Penyelenggaraan SPIP

Meningkatnya kompetensi
aparat pengawasan dan Nilai JACM (Kapabilitas

efektifitas sistem APIP)

pengendalian internal

Terwujudnya

penyelenggaraan Persentase pengaduan

pemerintahan yang bersih | masyarakat yang 90% | 90% | 90% | 90% | 95%
dan berwibawa (clean ditindaklanjuti

governance)

Meningkatnya manfaat

Persentase penyelesaian

hasil pengawasan BPK, .
BPKP dan APIP KPU | ‘okomendasi BPK, BPKP 1540 1 500, | 700, 1 7004 | 75%
. . dan APIP yang
dalam pencapaian tujuan ditindaklanjuti
KPU
Persentase KPU Provinsi
Meningkatkan dan KPU Kabupaten/Kota
akuntabilitas kinerja di yang mendapatkan nilai 60% | 60% | 70% | 70% | 70%
lingkungan KPU akuntabilitas kinerja
minimal B
Persentase Unit kerja yang
Meningkatnya telah melaksanakan
akuntabilitas keuangan pembangunan Zona 75% | 75% | 75% | 75% | 75%
dan kinerja Integritas Menuju
WBK/WBBM
7 J\\? Geratan
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6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan

Persentase Pegawai
yang Telah Mengikuti
Peningkatan Pendidikan dan
kompetensi SDM KPU | Pelatihan dalam
Rangka Peningkatan
Kompetensi SDM

100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Jumlah PNS KPU
yang lulus S2 Program
Studi Tata Kelola
Pemilu maupun

program studi Prioritas org org lorg | 2org | 3org

KPU lainnya (IT,

Akuntansi, Hukum)

sesuai jadwal
Terwujudnya Kajian Jumlah Kajian Litbang 1 1 1 1 1
Litbang, Riset dan dalam rangka Kaiian | Kaiian | Kaiian | Katian | Kaiian
Jurnal Kepemiluan Reformasi Birokrasi ata ata ata ata ata

Jumlah Dokumen 2 2 2 2 )

Riset dan Jurnal Doku | Doku | Doku | Doku "

. Kajian
Kepemiluan men | men | men | men
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Tabell4TargetKinerjaProgramPenyelenggaraanPemiludalamProsesKonsolidasi Demokrasi2020-

2024
i) SagiranProgram _ Target Kinerja
Kegiatan (Outcome) / Indikator 2020 2021 2022 2023
SasaranKegiatan
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI
Terlaksananya Persentase
penetapan Peraturan Rancangan Peraturan
KPU sesuai dengan KPU yang disusun dan
ketentuan peraturan diharmonisasi dengan
perundang- tepat waktu sesuai 100% | 100% | 100% | 100% 100%
undangan, serta dengan Kerangka
pendokumentasian Regulasi KPU

informasi hukum,
dan penyuluhannya

Terwujudnya Persentase Satker

Dukungan Logistik yang mendistribusikan

dalam logistik

Peny.elenggata.an Pemilu/Pemilihan 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran,

tepat jumlah, tepat
jenis, tepat mutu, dan

tepat waktu
Terwujudnya Persentase KPU/KPU
Tahapan Provinsi/KPU
Pemll.u/Pemlllhan Kabupaten/Kota yang 100% | 100% | 100% | 100% 100%
Sesuai Jadwal menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan

sesuai dengan jadwal
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Persentase
penyusunan Rancangan Peraturan 100% | 100% | 100% 100% 100%
rancangan Peraturan KPU yang disusun dan
KPU sesuai dengan diharmonisasi tepat
ketentuan waktu sesuai dengan
perundang- kerangka regulasi KPU
undangan Pesentase rancangan
Peraturan KPU terkait
tahapan

Pemilu/pemilihan yang

. . 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
disusun melalui proses

uji publik
kepadapemangku
kepentingan
Terlaksananya Persentase produk
pengelolaan dan hukum yang dikelola
pelayanan informasi dan didokumentasikan 92% 95% 97% 100% | 100%
hukum sesuai peraturan

perundang-undangan
Persentase informasi
produk hukum yang
disajikan secara cepat,
tepat, dan akurat sesuai
dengan

SOP

90% 92% 93% 94% 100%

e
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2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum

Terlaksananya Penurunan jumlah sengketa

penyelesaian sengketa hukum dalam perkara 15 12 13 11 10
dan pelayanan perselisihan sengketa perkara | perkara | perkara | perkara | perkara
pertimbangan hukum hukum

Penurunan jumlah sengketa
hukum yang diajukan ke
Mahkamah Konstitusi

10 8 7 6 5
perkara | perkara | perkara | perkara | perkara

Persentase sengketa hukum

yang dimenangkan KPU 88% 88% 899% 9% 90%

3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW

Terwujudnya PersentaseKPU,KPU

Penyelenggaraan Provinsi/KIP Acehdan

Pemilu/Pemilihan Sesuai | KPU/KIP

Jadwal Kabupaten/Kota yang
menetapkan jadwal

0, 0, 0 o 0,
tahapan dan petunjuk 100% | 100% 100% 100% 100%

teknis penyelenggaraan
Pemilu/Pemilihan
sesuai dengan jadwal.

PersentaseKPU,KPU
Provinsi/KIP Acehdan
KPU/KIP

Kabupaten/Kota yang
memutakhirkan data 100% | 100% 100% 100% 100%
wilayah/pemetaan dan
penetapan Daerah
Pemilihan untuk
Pemilu Tahun 2024

Terlaksananya layanan Persentase proses PAW
administrasi PAW tepat anggota DPR dan DPD,
waktu dan sesuaiaturan DPRD

Provinsi dan DPRD 100% | 100% 100% 100% 100%
Kabupaten/Kota dapat
diselesaikan dalam
waktu 5 hari kerja
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Pengelolaan Calon Persentase Calon Peserta 549 549 549 549 549
Peserta Pemilu Pemilu yang dapat Sakter | Sakter | Sakter | Sakter Sakter
difasilitasi (Nasio | (Nasio | (Nasio | (Nasio | (Nasio
nal/ nal/ nal/ nal/ nal/
Provin | Provin | Provin | Provin | Provin
si/ si/ si/ si/ si/
Kabupa | Kabupa | Kabup Kabup | Kabupa
ten/ ten/ aten/ aten/ ten/
Kota) Kota) Kota) Kota) Kota)
Terwujudnya Jumlah Rancangan
Rancangan Pedoman Desain dan
Pedoman Desain Template Kebutuhan
dan Template Pemilu/Pemilihan 2 2 2 4 8
Kebutuhan GunaMendukungTata Draft | Draft | Draft | Draft | Draft
Pemilu/Pemilihan KelolaKPU
Guna Mendukung
Tata Kelola KPU
Tersedianya pedoman | Jumlah dokumen SOP
laporan dan audit dana | atau petunjuk teknis
kampanye, verifikasi untuk pelaporan Dana | 1 1 1 |
partai politik dan/atau Kaml.)any.e,.Verlﬁkam doku | doku doku doku doku
anggota perorangan Partai Politik dan/atau men men men men men
DPD syarat dukungan Calon (daka | (verp (pers (daka | (daka
perseorangan yang eoran
. ; m) ol) m) m)
disusun sesuai dengan gan)
tahapan
Pemilu/ Pemilihan
Persentase data
kepengurusan dan
keanggotaan partai
politik yang
dimutakhirkan T | 0% ) 80% ) 40% ) 60%
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SasaranProgram Target Kinerja
(Outcome) /

SasaranKegiatan

Program/

Indikator

Kegiatan 2021 2022

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Pengelolaan Rumah Provinsi/Kabupaten/ 549 549 549 549 549
Pintar Pemilu Kota yang telah Sakter Sakter Sakter | Sakter Sakter
membentuk Pusat (Nasional/ | (Nasional/ | (Nasio | (Nasio | (Nasio nal/
Pendidikan Pemilih Provin si/ Provin si/ nal/ nal/ Provin si/
Kabupaten/ | Kabupaten/ | Provin | Provin | Kabupaten/
Kota) Kota) si/ si/ Kota)
Kabup | Kabup
aten/ aten/
Kota) Kota)
Persentase KPU Provinsi,
KPU Kabupaten/Kota 02’36 2,91 3,64 | 4,92 6,2%
. . % (13 % (16 % %
yang dilengkapi dengan (34
. KPU KPU (20 (27
digitalisasi Rumah KPU
Pintar Pemilu (RPP) Prov) Prov) KPU" | KPU Prov)
Prov) | Prov)
Pendidikan Pemilih Persentase satker KPU
Kepada Masyarakat Kabupaten/Kota/KIP
Umum Aceh yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
. 85% 90% 95% 98% 100%
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
masyarakat umum
Pendidikan Pemilih Persentase satker KPU
Kepada Pemilih Kabupaten/Kota/KIP
Pemula, Perempuan, Aceh yang memiliki
dan Disabilitas "Pendidikan Pemilih
. 85% 90% 95% 98% 100%
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
pemilih perempuan
KPURspstenKotiip | 5% | 90% | 95% | om | 100%
Aceh yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk
pemilih pemula
)G
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Persentase satker KPU 85% 90% | 95% | 98% | 100%
Kabupaten/Kota/KIP
Aceh yang memiliki
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi" untuk

pemilih disabilitas
Pendidikan Pemilih Persentase satker KPU di | 85% | 90% | 95% | 98% | 100%
Kepada Daerah Daerah Potensi
Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu
Daerah Potensi Tinggi, Daerah Rawan
Pelanggaran Pemilu Konflik/Bencana, dan
Tinggi, dan Daerah atau Daerah dengan
Rawan Konflik/bencana | Partisipasi Masyarakat
Rendah yang
mendapatkan
"Pendidikan Pemilih
Kepemiluan dan
Demokrasi
Meningkatnya kualitas Persentase Permohonan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
layanan informasi dan informasi yang
data yang cepat serta ditindaklanjuti melalui
akurat PPID sesuai dengan SOP
Persentase informasi dan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
publikasi tahapan

Pemilu/Pemilihan yang
dimuat di 10 media
massa Nasional

Persentase informasi dan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
publikasi tahapan
Pemilu/Pemilihan yang
ditampilkan di media
publikasi KPU paling
lambat 1 (satu) hari kerja

Sosialisasi Kebijakan Persentase penyampaian | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

KPU Kepada informasi dan publikasi
Stakeholder (Partai dalam tahapan

Politik, LSM, Ormas, Pemilu/Pemilihan yang
Pemerintah Daerah, ditampilan di media
Perguruan Tinggi, dan publikasi

Masyarakat)
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Target Kinerja

Tujuan  Sasaran Strategis Indikator 2020 2021 2022 2023 2024

5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik

Persentase KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang
menyelenggarakan
Pemilu/Pemilihan tanpa
ada permasalahan
anggaran dalam
pemenuhan  kebutuhan
logistik

Persentase KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIPKabupaten/Kota
yang melaksanakan

100% | 100% | 100% | 100% | 100%

pengadaan logistik
Terlaksananya keperluan
fasilitasi pengelolaan | Pemilu/Pemilihan dengan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
data kebutuhan, tanpa ada kasus terhadap
pengadaan, proses pengadaan yang
pendistribusian, serta | mengakibatkan kerugian
pemeliharaan dan negara atau pemborosan
inventarisasi logistik | uang
Pemilu/pemilihan negara

Persentase KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
mendistribusikan logistik
Pemilu/Pemilihan  tepat
jenis, jumlah dan waktu
Persentase KPU/KIP
Kabupaten/Kota yang
menginventarisir dan
memelihara logistik
Pemilu/Pemilihan 1 (satu)
hari sebelum pelaksanaan
pemungutan suara dalam

100% | 100% | 100% | 100% | 100%

Pemilu/Pemilihan
Ketersediaan Persentase penyediaan 13 13 13 13 13
Logistik Pemilu logistik Pemilu kec | kec kec | kec | kec
Persentase Pelaksanaan
Ketersediaan Suara Pemungutan sampai 13 13 13 13 13
Pemilih Hasil Pemilu | dengan penetapan hasil kec kec kec kec kec
Pemilu
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Target Kinerja

Tujuan Sasaran Strategis Indikator

2021 2022 2023

6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi

Persentase KPU
Kabupaten/Kota dan
KPU Provinsi yang
melaksanakan 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pemutakhiran data
pemilih secara

Tersedianya data, >
berkelanjutan

informasi, sarana dan
prasarana teknologi
informasi serta
penerapan e-
government KPU

Persentase Sarana dan
Prasarana Teknologi
Informasi untuk Sistem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Informasi yang aman,
handal dan lancar

Persentase Aplikasi
KPU yang diterapkan 50% | 50% | 65% | 80% | 100%
secara terintegrasi
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4.2 KerangkaPendanaanKomisiPemilihanUmum Kabupaten Ogan
Komering Ulu

Target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan,

yaitu :

1.  Program Dukungan Manajemen sebesarRp 49.805.742.000
2.  Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesarRp
61.540.768.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 15 Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024

Alokasi (dalam juta rupiah)

Program/ Sasaran

Kegiatan Program Jumlah

(Outcome) 2021 2022

Sasaran Program 2.569.280.000 3.578.497.000 | 6.658.685.000 | 20.141.627.000 28.592.679.000 49.805.742.000
076.01.01 | Dukungan
Manajemen

Sasaran Program 41.488.892.000 7.886.000 854.651.000 2.251.754.000 5.202.559.000 61.540.768.000
Penyelenggaraan
076.01.06 | Pemilu dalam
Proses Konsolidasi
Demokrasi

44.058.172.000 3.586.383.000 | 7.513.336.000 | 22.393.381.000 33.795.238.000 | 111.346.510.000

TOT
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Bab 5

PENUTUP

RenstraKPUtahun2020-
2024merupakandokumenperencanaan5(lima)tahunanyangmenjadipenduanbagipimpina
nKPUdanseluruhunitkerjatermasuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIPKabupaten/Kotadalammenentukan ~ rencana  strategis dan  rencana
kinerjanyasehinggakonsistendengansasaranprioritaspembangunandanpemerintahan.Re
nstrainiberisivisi,misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan
danprogramuntukkurun ~ waktu 5  (lima) tahun yang akan  datang.
Dalamrangkamemberikankerangkakerjadankinerjayangditargetkanterwujuddalamkuru
nwaktutersebut,dokumen Renstra KPU tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula

denganlampiranmatriks kinerja dan pendanaan KPU serta matriks kerangka regulasi.

RenstraKPUtahun2020-2024merupakankomitmenbersamaseluruhunitkerja baik
KPU maupun KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja
sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU
tunduk  dan  patuh  dalam  melaksanakan  segala  kebijakan  terkait
PemiluyangdiaturolehUndang-Undang.Renstrainitidakakanberartiapapun, apabila

tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi

padakinerja.
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{ERD: ] ‘ “?\ Sadar]
NEGARA 208 \\ (PEMILU




Dengandemikian,dokumenRenstralniharusditindaklanjutidenganpenyusunan
RenstraUnitKerja,RencanaKinerja,danPenetapanKinerjabagimasing-masing

unitkerjasehinggaimglementasidaritargetkinerjayangtelahditetapkandapat direalisasikan.

Ditetapkan di Baturaja padatanggal2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

ttd.

NANING WIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS,
KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
KASUBBAG HUKUM
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